
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sak.it; 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

5. 

ten tang 1 2004 Tahun Undang-Undang Nomor 
Perbendaharaan Negara; 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran; 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana; 

4. 

3. 

6. 
&- 

7. 

8. 
9. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular; 

2. Undang-Undang No 36 tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di 
Provinsi Sumatera Utara; 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07 /Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan 
Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah daerah 
dapat memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang 
menangani Covid-19; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani 
Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah 
Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TENT ANG 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINS! SUMATERA UTARA 
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 

NOMOR ,:t.0 TAHUN 2021 



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERlAN INSENTIF BAGI 
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN 
SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 

MEMUTUSKAN : 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan; 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan; 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 17 / PMK.07 / Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan 
Dampaknya (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 149); 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/413/ 
2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019 ( Covid-1 9); 

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07 /Menkes/ 
4239 /2021 ten tang Pemberian Insentif dan Santunan 
Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona 
Vims Disease 2019 (Covid-19); 

19. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 439/18.15/ Tahun 
2021 tentang Pembentukan Satuan Togas Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Serdang Bedagai; 
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Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi : 
a. kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dan 

tenaga kesehatan yang berhak menerirna insentif; 
b. perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang 

menangani COVID-19; 
c. mekanisme pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang 

menangani COVID-19. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. memberikan kepastian bagi RSUD Sultan Sulaiman pemberian insentif 

bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 
b. !fjf penggunaan dana insentif tenaga kesehatan yang menangni covid-19 
~at dikelola dengan baik dan tepat sasaran. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingku p 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi 

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman dalam upaya pemberian 
insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di RSUD Sultan 
Sulaiman. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan 

Sulaiman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten 
Serdang Bedagai. 

6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai. 

7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat 
darurat, rawat jalan, dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan 
oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. 

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan yaitu Dokter, Perawat, Bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang 
ditugaskan untuk menangani pasien Covid-19 di RSUD Sultan Sulaiman 
Kabupaten Serdang Bedagai. 

9. Insentif adalah apresiasi berupa uang yang diberikan dengan jumlah tertentu 
kepada tenaga kesehatan yang melayani Covid-19 di RSUD Sultan Sulaiman. 

10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperlukan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. 

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melaluai 
pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 



1 1 b. Dokter Umum/Dokter Gigi 

J enis Tenaga Kesehatan Nakes Pasien 
Terkonfirm.asi 

Basil PCR 
1 1 a. Dokter Spesialis 

Rasio Jumlah 

BAB III 
HITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG 

MENANGANI COVID-19 
Pasal 5 

(1) ~esaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 
fitetapkan dengan rincian sebagai berikut: 

f. Dokter spesialis Rp 15.000.000 
. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp 1 0.000.000 
. Bidan dan Perawat Rp 7.500.000 

~- Tenaga Kesehatan Lainnya Rp 5.000.000 
(2) 13esaran biaya tersebut merupakan batas terti.nggi dan dibayarkan 

~an memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan 
perhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Pasal 6 
(1) ah tenaga kesehatan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien 

na a kesehatan den an tabel rasio seba ai berikut: 

BAB II 
KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN 

PENERIMA INSENTIF 
Pasal 4 

(1) iteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan 
Covid-19 meliputi rumah sakit umum milik pemerintah Kabupaten 
S rdang Bedagai yaitu RSUD Sultan Sulaiman 

(2) iteria Tenaga Keseha.tan yang melakukan penanganan COVID-19 
berhak mendapatkan irisentif, meliputi. dokter spesialia, dokter 

um, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. 
(3) enaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

~erupakan tenaga kesehatan yang terlibat menangani COVID-19 
pada: ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, 

tang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan 
asien COVID-19. 

(4) enis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Sultan 
ulaiman ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan 
elaksanakan Togas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang 

iterbitkan setiap bulan. 
(5) enis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus 

empertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani. 
(6) rha1arn hal terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang menangani 

<tOVID-19, RSUD Sultan Sulaiman dapat berkoordinasi dengan dinas 
esehatan guna pemanfaatan tenaga kesehatan yang ada di dinas 
esehatan 
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(2) Jurr/1.$1 insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain 
dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif 
pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan 
indeks insentif tertinggi. 

(3) Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang 
menangani pasien COVID-19 adalahjumlah waktu bertugas dalam 1 
(satu) bulan yang melayani pasien Covid-19 

(4) Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif 
minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau 
institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai 
dengan jenis tenaga kesehatan. 

Pasal 8 
(1) Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga 

lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) merigguriakan 
ru~s perhitungan sebagai berikut: 

J~!!¢~ou.s,~~ 
----------- X L lnsef\ti{ perbulan = L !!l!l'lll!if yang gi£!rim~ 

14 fem.P."'-t b{'lf!oS) har::i waktu kerja e((!ktif ·· - 

Pasal 7 
(1) Hasil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan 

tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per 
jenis tenaga kesehatan. 

(2) Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien 
terkonfirmasi pada ruang HCU /ICU /ICCU dan di ruang rawat inap 
isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang 
diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan 
bisa lebih ban.yak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan 
tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan. 

(2) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat 
inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area 
ruang rawat intensif (ICU /HCU /ICCU) khusus COVID-19 yang 
dilaporkan melalui aplikasi SIRS online. 

(3) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai 
dengan: 
a. daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area 

rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD 
Triase, area ruang bersalin khusus COVID- 19, instalasi radiologi 
khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus 
COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien 
COVID-19 terkonfirmasi; atau 

b. daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat 
melakukan penanganan pasien COVID-19. 

(4) Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada ayat (3) huruf a dan huruf 
b tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga 
kesehatan 

c. Perawat/ Bidan 1 I 8 

d. Tenaga Kesehatan Lainnya **) Sesuai kebutuhan 



Pasal 11 
( 1) Pim.pinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan 

pemiyaran insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi dengan 
me ggah dokumen persyaratan sebagai beriku t: 
a. asan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah 

di datangani oleh Direktur; 
b. surat tu gas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan 

u:rj1u.k mendapatkan insentif, ditetapkan oleh Direktur; 
c. SP1'VIT dari Direktur mengenai tenaga kesehatan dan/ atau tenaga 

lain yang memberikan pelayanan COVID-19; 
d. SPTJM dari Direktur yang ditandangani dan dibubuhkan 

stempel; 
e. surat keputusan pembentukan tim verifikasi; dan 
f. dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani oleh tim veri:fikasi 

(2) Tim veriikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi 
dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh 

Pasal 10 
( 1) Dana insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 

ber sumber dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai. 
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan 
dan tenaga lain yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan 
kesehatan di daerah sesuai kriteria pada Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor HK. 01. 07 / Menkes / 4239 / 2021 dan mempertimbangkan 
perkembangan kasus. 

BAB IV 
MEKANISME PEMBAYARANINSENTIFBAGI TENAGA KESEHATAN YANG 

MENANGANI COVID-19 
Pasal 9 

( 1) Dalam rangka pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, RSUD 
Sultan Sulaiman membentuk tim verifikasi. 

(2) Tim veri:fikasi dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran 
RSUD Sultan Su1aiman sesu ai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku . • 

(3) Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari: 
a. unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi 

kesehatan; 
c. unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan. 

(4) Togas Tim Veri:fikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi 
kesehatan, melipu ti: 
a. melakukan veri:fikasi dan validasi terhadap substansi dan 

keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; 

b. membuat catatan hasil veri:fikasi dan validasi; dan 
c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi. 

(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur 
Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman 



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 
NOMOR 3l 

Diu dangkan di Sei Rampah 
pad tanggal s Quu ~2' 

ETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

'f -o-:r- r- ~ 

H. M. FAISAL HASRIMY 

(\~ 
DARMA WIJAYA 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal 5"" Ou.Lt zou 
BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

.... · Pasal 13 
: Pe~a uran ~pati ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bup ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang 
Bed gai. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
(1) eraturan Bupati ini digunakan sebagai dasar pembayaran insentif bagi 

t naga kesehatan yang menan.gani Co\id-19 di RSUD Sultan Sulaiman tahun 
021. (X} . 

(2), al-hal~ang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur 
emudian dalam Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman. 

irektur serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap 
okumen usulan insentif; dan 

(3) Jasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh tim verifikasi, kepada: J. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang akan memproses 
pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah 
sesuai; atau 

. Direktur RSUD Sultan Sulaiman apabila hasil belum sesuai untuk 
kemudian dilakukan perbaikan usulan. 

(4) asil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk 
iverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses 
encairan pembayaran insentif. 


